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Kata Pengantar

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka buku dengan judul
“Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif ” ini dapat
diterbitkan. Buku ini merupakan salah satu buku bunga rampai yang
diterbitkan oleh Pusat Penelitian pada tahun 2017 dan ditulis oleh para peneliti
Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Terdapat empat tulisan yang terdapat dalam buku ini. Dua tulisan yaitu
di bagian pertama dan bagian ketiga ditulis dari perspektif gender,  sesuai
dengan kepakaran penulisnya. Sementara dua tulisan lainnya ditulis dari
perspektif sosiologis, termasuk pentingnya partisipasi masyarakat untuk
berperan dalam menangani isu kekerasan seksual. Bagian pertama ditulis oleh
Dina Martiany, berjudul “Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual
terhadap Perempuan”. Bagian selanjutnya berjudul “Perspektif Sosiologis
tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia”, yang ditulis
oleh Rohani Budi Prihatin. Bagian ketiga yaitu “Kekerasan Seksual dan
Urgensi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual” ditulis
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oleh Sali Susiana sekaligus editor buku ini. Dan tulisan terakhir pada bagian
keempat berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan
Seksual” oleh Mohammad Mulyadi.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang
pada saat ini telah dimulai pembahasannya di DPR. Secara lebih luas, buku
ini diharapkan juga dapat menambah perspektif pembaca, terutama Anggota
DPR RI terhadap isu kekerasan seksual yang selama ini terjadi dalam
masyarakat, terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis dan editor yang
telah berkontribusi untuk buku ini. Apabila dalam penerbitan buku ini masih
mengandung kekurangan, baik dari sisi substansi maupun teknis, kami
mohon maaf atas berbagai kekurangan tersebut, dan untuk penyempurnaan
berbagai kekurangan itu, kami sangat mengharapkan lahirnya kritik dan saran
dari pembaca yang budiman. Akhirnya, kami berharap semoga penerbitan
buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi siapa
saja yang membacanya.

Jakarta,  Oktober 2017
Kepala Pusat Penelitian BK DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si
NIP. 197111171998031004
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Kasus kekerasan seksual yang menimpa YY, seorang pelajar SMP di
Bengkulu yang mengakibatkan korban meninggal pada April 2016, men-
dapat perhatian yang besar dari publik. Maraknya pemberitaan di media
massa mengenai kasus YY dan meningkatnya penggunaan media sosial akhir-
akhir ini membuat masyarakat seolah baru tersadar bahwa tindak kekerasan
seksual dapat terjadi kapan saja, menimpa siapa saja, termasuk orang ter-
dekat kita, dan dalam bentuk yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita
sebelumnya. Keprihatinan terhadap kasus ini kemudian memunculkan
gerakan untuk melawan kekerasan seksual. Bahkan sejumlah lembaga
swadaya masyarakat dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Aliansi
Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual menuntut agar pemerintah
segera mengesahkan sebuah undang-undang tentang penghapusan
kekerasan seksual.

Jauh sebelum kasus YY terjadi, isu kekerasan seksual sebenarnya telah
lama mendapat perhatian dari berbagai pihak yang langsung bersinggungan
dengan isu tersebut. Sebagaimana kasus kekerasan lainnya, kekerasan seksual
adalah sebuah fenomena puncak gunung es. Artinya, kasus yang dilaporkan
hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus yang sebenarnya terjadi dalam
masyarakat. Mengutip laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan), dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu antara
tahun 2001 hingga tahun 2011, Komnas Perempuan menemukan setidaknya
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dalam sehari terdapat sedikitnya 35 perempuan (termasuk anak perempuan)
mengalami kekerasan seksual. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 2 jam
terdapat 3 perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual.

Apabila sebelum kasus YY mencuat isu kekerasan seksual hanya menjadi
fokus sebagian orang yang memang berkecimpung dan dekat dengan isu
tersebut, terutama berbagai lembaga pengada layanan, aktivis, dan sukarelawan
yang membantu dan mendampingi korban kekerasan seksual, maka kasus
YY secara tidak langsung telah turut menjadi pendorong agar isu ini tidak
hanya dipandang dan ditangani secara parsial, melainkan secara lebih integratif,
termasuk dari aspek regulasinya. Ruang lingkup isu yang selama ini masih
terbatas pada aspek penanganan korban pun bergerak dan meluas meliputi
aspek pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam konteks ini, keberadaan sebuah undang-undang yang mengatur
tentang penghapusan kekerasan seksual menjadi sebuah keniscayaan. Di
samping aspek kuratif atau penanganan dan rehabilitasi terhadap korban,
upaya preventif atau pencegahan juga perlu dilakukan untuk meminimalisasi
jatuhnya korban. Menyadari pentingnya hal tersebut, Komnas Perempuan
sejak tahun 2014 bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat pendamping
korban yang bernama Forum Belajar Lembaga Pengada Layanan atau Forum
Pengada Layanan (FPL) secara intensif telah mendalami isu ini. Hingga tahun
2016 upaya Komnas Perempuan tersebut berlanjut dengan penyusunan draf
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Kasus YY seolah kemudian menjadi momentum bagi semua pihak untuk
lebih aware terhadap isu kekerasan seksual dan semakin intensif untuk meng-
upayakan semua tindakan yang diiperlukan untuk mengatasi tindak kekerasan
seksual.  Seiring dengan upaya Komnas Perempuan tersebut di atas, men-
cuatnya kasus YY direspons oleh tiga orang perempuan Anggota DPR untuk
mengusulkan RUU PKS. RUU tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi
salah satu RUU Prioritas Tahun 2016.

Dalam rangka memberikan masukan terhadap pembahasan  RUU PKS
tersebut maka buku ini disusun. Terdapat 4 tulisan yang terdapat dalam buku
ini. Mengawali buku ini, tulisan pertama dari Dina Martiany berjudul
“Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”
memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap perempuan

PROLOG



3

dari perspektif feminisme.  Menurut penulis, meskipun kekerasan seksual
dapat terjadi pada perempuan dan laki-laki, namun perempuan memiliki
kerentanan yang lebih tinggi untuk menjadi korban. Perempuan mengalami
kekerasan seksual karena jenis kelaminnya, tubuhnya, dan stereotype yang
dikonstruksikan di tengah masyarakat. Selain itu, kekerasan seksual sering-
kali dianggap sebagai kejahatan terkait kesusilaan, sehingga perempuan
korban merasa malu dan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang
berwajib. Terdapat kompleksitas dalam suatu kasus kekerasan seksual
terhadap perempuan, sehingga untuk dapat memahami kompleksitas tersebut,
terlebih dulu perlu dipahami beberapa hal krusial yang terkait dengan isu ini.

Dalam tulisan yang kedua yang berjudul “Perspektif Sosiologis tentang
Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia”, penulisnya, Rohani
Budi Prihatin menyoroti isu kekerasan seksual dari perspektif sosiologis dengan
merujuk pada praktik budaya yang melatarbelakanginya sampai dengan
tawaran solusi regulasi sebagai salah satu upaya pencegahannya. Penulis menya-
takan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (KSTP) umumnya
terjadi akibat dari timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan
dan juga dipengaruhi oleh faktor dan nilai budaya yang melingkupinya.
Kekerasan seksual cenderung terjadi pada budaya yang mengagungkan
superioritas laki-laki dan inferiornya perempuan. Dengan demikian, persoalan
ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan
seksual terhadap perempuan. Ketimpangan semakin diperparah ketika
pelaku memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa
pengetahuan, ekonomi, status sosial, dan modal sosial.

Penulis selanjutnya yaitu Sali Susiana melalui tulisannya berjudul
“Kekerasan Seksual dan Urgensi Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual” membahas mengenai urgensi undang-undang tentang
penghapusan kekerasan seksual sebagai salah satu solusi yang ditawarkan
untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penulis mengawali pembahasan
dalam tulisannya dengan menyampaikan terlebih dulu bahasan mengenai
kekerasan seksual sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan,
kekerasan seksual dari perspektif feminisme,  dan pengaturan mengenai isu
tersebut dalam hukum Indonesia. Dalam bagian urgensi undang-undang
tentang penghapusan kekerasan seksual juga diuraikan mengenai poin-poin
penting yang harus ada dalam undang-undang tersebut.
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Tulisan terakhir berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan
Kekerasan Seksual” yang ditulis oleh Mohammad Mulyadi menunjukkan
bahwa semua pihak perlu dilibatkan untuk mengatasi isu kekerasan seksual.
Dalam tulisan ini diuraikan mulai dari konsep partisipasi masyarakat,
tipologi partisipasi, hingga bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat
dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Menjadi menarik
ketika konsep partisipasi masyarakat ini kemudian dikaitkan dengan isu
kekerasan seksual, karena partisipasi masyarakat dapat dimulai sejak tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi terhadap
program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan terhadap isu
kekerasan seksual.
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Secara umum, kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan
berbasis gender (gender based violence) yang didefinisikan sebagai tindakan
yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis;
termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai
perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam
kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai
kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan
adanya stereotype tertentu terhadap perempuan. Kekerasan seksual bahkan
dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan
meluas. Berbagai bentuk kekerasan seksual dapat terjadi kepada perempuan
dari segala usia, kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang, di desa maupun
di kota. Hampir di semua tingkatan masyarakat, perempuan sangat rentan
mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Di ruang publik atau di ruang
privat, dalam relasi personal seperti perkawinan atau pacaran; apakah dilakukan
oleh orang terdekat, pasangan, maupun oleh orang asing.

Sebagai sebuah bentuk kekerasan, kekerasan seksual yang telah dibahas
oleh keempat penulis melalui beberapa perspektif  sesuai dengan kepakaran
masing-masing merupakan isu serius yang perlu segera diupayakan penye-
lesaiannya. Dari perspektif sosiologis maupun feminisme, terlihat bahwa
kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual,
berakar dari budaya patriarki yang ada dalam masyarakat. Budaya patriarki
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yang melahirkan struktur dan sistem sosial yang sangat kental budaya patriarki
inilah yang menurut Rohani Budi Prihatin melegitimasi terjadinya kekerasan
seksual terhadap perempuan.

Dalam perspektif feminisme, kekerasan seksual merupakan kekerasan
berbasis gender. Akar kekerasan seksual adalah mindset pelaku yang di-
pengaruhi oleh pandangan atau stereotype terhadap eksistensi seorang
perempuan. Perempuan secara sadar atau tidak seringkali dipandang sebagai
the second sex dan second-sex citizens. Hal ini merupakan persoalan
ketidaksetaraan gender yang telah berkembang sejak lama dan membentuk
konstruksi sosial-budaya tersendiri mengenai perempuan, terutama tentang
tubuh dan seksualitasnya.

Dalam perspektif sosiologis, laki-laki dan perempuan dipolarisasikan
dalam kebudayaan sebagai hal yang “berlawanan” dan “tidak sama.”
Superioritas laki-laki atas perempuan (patriarki) telah dimulai dari cerita
penciptaan manusia pertama di mana Adam diciptakan terlebih dulu dari-
pada Hawa sehingga Adam lebih superior dari Hawa. Polarisasi ini pada
akhirnya membudaya di segala sistem kehidupan masyarakat, baik dalam
bidang sosial, budaya, pendidikan, bahasa, politik, ekonomi, dan hukum
yang dikonstruksikan, dilembagakan, dan disosialisasikan melalui institusi-
institusi yang terlibat sehari-hari dalam kehidupan seperti keluarga, sekolah,
masyarakat, agama, tempat kerja, sampai dengan kebijakan regulasi di suatu
negara. Akibat dari

Upaya untuk menangani isu kekerasan seksual tidak hanya bersifat
kuratif atau penanganan terhadap korban kekerasan seksual, namun harus
dimulai dari upaya preventif (pencegahan), sehingga dapat meminimalisasi
jatuhnya korban berikutnya. Aspek regulasi untuk penegakan hukum juga
tidak kalah penting. Secara yuridis normatif, peraturan perundangan-
undangan yang mengatur tentang masalah kekerasan seksual masih bersifat
parsial dan tersebar di beberapa produk hukum, terutama undang-undang,
antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang
tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang tentang Penghapusan
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu sudah saatnya terdapat
undang-undang yang secara komprehensif khusus mengatur mengenai
penghapusan kekerasan seksual.
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Dengan merujuk pada UN Women, Dina Martiany menyatakan bahwa
sebagai suatu kerangka hukum, undang-undang tentang penghapusan
kekerasan seksual harus ditujukan untuk mencegah kekerasan terhadap
perempuan dan anak perempuan; memastikan pelaksanaan penyidikan,
penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku; serta memberikan perlin-
dungan dan dukungan bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, penyusunan
undang-undang tentang penhapusan kekearasan seksual perlu memperhatikan
beberapa prinsip berikut: (1) pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan
adalah bentuk diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran terhadap hak
asasi perempuan; (2) menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan tidak dapat diterima dan bahwa upaya penghapusannya menjadi
tanggung jawab seluruh pihak; (3) memastikan agar perempuan korban
kekerasan tidak menjadi korban kedua kalinya akibat proses hukum; (4)
meningkatkan pemberdayaan lembaga perempuan dan korban yang selamat
(survivors); (5) mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di
ruang publik dan privat; dan (6) mempertimbangkan perbedaan dampak
tindakan terhadap perempuan sesuai dengan usia, ras, kelas, etnisitas, agama,
disabilitas, budaya, status adat (indigenous) atau status migran, status hukum
dan/atau orientasi seksual, atau status lainnya.

Selanjutnya, terdapat beberapa poin penting yang perlu diatur dalam
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Yang pertama, yang
menyangkut ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual, meliputi:
pencegahan; penanganan; perlindungan; pemulihan korban; dan penindakan
pelaku. Kedua, jenis/bentuk kekerasan seksual, meliputi 9 jenis/bentuk, yaitu:
pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan
aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan
seksual; dan/atau penyiksaan seksual. Ketiga, hak korban, keluarga korban,
dan saksi. Hak korban meliputi hak atas penanganan; hak atas perlindungan;
dan hak atas pemulihan.

Mengingat selama ini peran masyarakat belum optimal dalam mencegah
terjadinya kekerasan seksual, maka pemerintah perlu membuat kebijakan
yang memberi ruang dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam kegiatan pencegahan kekerasan seksual, seperti menetapkan undang-
undang yang di dalamnya mengatur tentang peran masyarakat dalam kegiatan
tersebut. Selain itu pemerintah juga perlu memasukkan materi pendidikan
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kesehatan reproduksi yang komprehensif dan pendidikan keagamaan ke dalam
kurikulum pendidikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat
tentang seksualitas. Keluarga, sebagai lingkungan pertama dan utama bagi
anak, juga memiliki peran penting. Oleh karena itu peran orang tua juga
sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak.
Dengan kerja sama berbagai pihak, diharapkan angka kekerasan seksual yang
selama ini masih cukup tinggi dapat diminimalisasi.
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